
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT LELANG KARET

DENGAN RAHMAT "TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakansalah satu sumber pendapatan daerah
yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaro.anpemerintahandan
pembangunandaerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab
sesuai dengan~emangatotonomi daerah:

b. bahwa denganfelah disahkannya Undo.ng:-undangNomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undangNomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah; dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuK
diti ndaklanjuti:

c. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a
dan b,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat
Lelang Karet.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8" Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
TambahanLembaranNegara Nomor 3209):

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (LembClranNegClra\ Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor3685) sebagaimanatelah
diubah dengan Undang-undangNomor 34 Tahun2000(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan~mbaran Negara
Nomor 4048):

3. Undang-undangNomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4181);

4. Undang-undangNomor 10 Tahun 2004 tental19 Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan(Lembaran Negara Re~ublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembo.ran Negaro. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
TambahanLembaran NegaraNomor 4437):

6. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
c1ntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Da.e.roh(Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2004 NomQr126, Tambahon Lembaran Negara
Nomor 4438);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undc;mgNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurtl Acara Pidana
(L.embaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
don

BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT LELANG
KARET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasol 1

DalamPeraturan Daerah ini, yang dimaksuddengan :

1. Daerah adalah KabupotenBanyuasin;
2. Pemerintah Dgerah adalah Kepala Daerahbeserta Perangkat Daerah

Otonom yan.glain sebagai BadanEksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin; ,
4. Dinasadalah Dinas Kehutanandan PerkebunanKabupaten Banyuasin;
5. Pejabat adalah Pegawaiyang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi

Daerah sesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku;
6. Pemungutan Retribusi IuranKomoditi Karet, selanjutnya disebut

Pemungutan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
pemakaianjasa ketatausahaanyangdiberikanolehPemerintah 'Daerah;

7. Jasa KetatausahaanadalahPemberian surat-:-surat keterangan dan atau
surat-surat resmi lainnyatermasuk salinan dari Petikan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah;

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batasan bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan penyediaanfasilitas
pelayananTempat Lelang Karet;

9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi, Daerah yang selanjutnya daPot
disingkat SPDORD,adalah surat yang digunakan oleh·wajib retribusi
untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai
clasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang 'terutang menurut
peraturan perundang-undanganretribusi daerah;

10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas
Pemerintah Kabupaten Banyuasin.atau ketempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati;



11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat ketetapan yang menentukanbesarnya Pokok Retribusi;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLBaclalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena Iebih besar dari poda
retribusi yang terutang atau tidak seharusnyaterutang;

13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi don atau sanksi
administrasi berupa bungadon qtau denda;

14. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengelola data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan
pemenuhankewajiban retribusi daerah untuk tUjuanlain dalam rangka
metaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah;

15. Penyidikan tindak Pidanadibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipit, yang
selanjutnya diseblit Penyidik, untuk mencari data mengumpulkanbukti
yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang ter jadi serta menemukan tersangkanya.

'I BAB n
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasol 2

Dengan nama Retribusi Tempat Lelang Karet dipungut pembayaran atas
pemakaianjasa ketatciusahaanyang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi meliputj:
a. Setiap kendaraanyang mengangkut karet melintasi wilayah Kabupaten

Banyuasin;
b. Setiap perkebunan karet dalamwi/ayah KabupotenBanyuasin.

-PaSol4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapa1'kanjasa
ketatausahaan. !

SABID
ll: ..

GOLONGAN RETIUBU~I

Posol5

Retribusi Tempat Lelang Karet digolongkansebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Paso I 6

Tingkat penggunaanjasa diukur berdasarkan jumlah karet yang diangkut.



BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENET APAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF,

Pasal7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapanstruktur dan besarnya Tarif
. Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang

layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 'oleh pengusaha
sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar;

(2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jems pelayanan
ketatausahaan dan jumlah karet yang diproduksi;

(3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah
KabupatenBanyuasinsebesar Rp. 10,- /Kg. .

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

PasoI 8
(1) Pemungutanretribusi tidak dapat diborongkan:
(2) Retribusi Tempat Lelang Karet dipungut dengon menggunakanSurat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau korcis ~tribusi dan atau
dokumenlain yang dipersamakan;

(3) Retribusi Tempat Lelang Karet dipungut di Pos-pos Tempat
PemungutanRetribusi (TPR)dan di Sentra Produksi;

(4) Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) ditetapkan dengan Keputusan
Bupciti.

BAB VII
INSTANSIPEMVNGUT

Pasol9

Instansi pemungut ditetapkan denganKeputusanBupati .

8Aavm
SANKSI At>Mi:NIStRASI

PasoI 10
Dalam hal Wajib Retribusi tiddk membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar,dikenakan sanksi administrasi berupa bungasebesar 2~o
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar
dan ditagih denganmenggunakanSTRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Paso I 13

(1) PembayaranRetribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi

ditetapkan oleh Bupati.



BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasol 14

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkanjumlah retribusi yang harus dibayor bertambah, yang
tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dopat ditagih melalui
BadanUrusan Piutang dan LelangNegara (BUPLN);

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undanganyong berlaku.

BAB XI

KEBERATAN"

Pasol 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan honya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen tain yang
dipersamakon,SKRDKBTdan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bohasa Indonesia dengan
disertai alason-alasanyangjelas;" "

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan\
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut; "

(4) Keberatan harus diajukon dalomjongkClwaktu paling lomo2 (dua) bulan
sejak "tanggal SKRD atau dol<umenlain yang dipersamakan,SKRDKBT
don SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu
dapot menunjukkon bohwo jangka waktu itu tidcik dapat dipenuhi
karena keadaandi luar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud
pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidok dianggap surat keberatan,
sehinggo tidak dipertimbangkon;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribus.
dan pelaksanaanpenagihonretribusi.

Pasol16

(1) Bupati dalam jangka w(1ktu paling larllo6 (enam) bulan sejak tanggal
Surot Keberotan diterima horus memberi keputusan atos "keberatan
yang diajukan:

(2) Keputusan atas keberatan dapot berupa menerima seluruhnya atau
sebagian,menolakatau menambahbesarnya retribusi yang terlltang:"

(3) Apabilo Jangka waktu sebagolmanadimaksud pado oyot (1) pasal in~,
telah lewot don Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.



BAB xu
PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYA~N

.Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukanpermohonanpengemb~liankepadaBupoti;

(2) Bupati dalam jangka waktu paiing lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonankelebihan pembayaranretribusi sebagaimana
dimaksud padaayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;

(3) Apabil~ jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pasaI ini,
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonanpengembaliankelebihan retribusi dianggapdikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyaiutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud poda ayat (1) pasal ini,
langsung diperhitungkan untuk melunasi tulebih dahulu utang
retribusi tersebut;

(5) Pengembaliankelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(duo) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,Bupati memberikan imbalan
bunga sebesar. 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaranke/ebihan retribusi.

Pasol 18

(1) Permohonan pengembalian kelebihan
secara tertulis kepada Bupati
menyebutkan :
a. Namadan a/amat wajib retribusi;
b. Masaretribusi ;
c. Besarnyakelebihan pembayaran;
d. Alasanyangsingkat danjelas.

(2) Permohonanpengembaliankelebihc::mpembayaranretribusi disamjxlikan
secara langsungatau melalui postercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tertatat merupakan bukti saat permohonari diterima oleh Bupati.

pembayaran retribusi diajukan
dengan sekurang·kurangnya

(1) Pengemba/iankelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan .surat
perintah membayarkelebihan retribusi;

(2) Apabila ke/ebihan pembayaranretribusi diperhitungkan dengan utang
retrlbusi lalnnya, sebagaimana dlmaksuddalam pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cora pemindah bukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran;



BAB xm
PENGURANGAN, l<ERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

PasQI20

(1) Bupati dapot memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi;

(2) Pengurangan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
pasal ini, dengan memperhatikon kemampuan wajib retribusi antara
lain dapat diberikan kepeda pengusaha kecil untuk mehgangsur;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebosan retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADAlUWARSA PENAGIHAN

Pasol 21

(1) Hpk untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang
retribusi, kecuali apabila wajib· retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
pasal ini, tertangguh apabita:

a. Diterbitkan surat teguran, atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung. -

BAB XV

PENYIDtKAN

Pc1sal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
agar keterangon atou laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;



b. Meneliti, meneari dan mengul1'pulkanketerangan mengenaiorang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungandengantindak pidanaRetribusi Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahgn bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
tersebut;

d. Memeriksa buku-buku, eatatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengantindak pidanadibidang R.etribusi Daerah:

e. Melakukan penggeledahan untuk· men~patkan bahan bukh
pembukuan, pencatatan dan dokum~n-dokumen lain, serta
melakukanpenyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli do/am rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daeroh;

g. Menyuruh berhenti, melarangseseorangmeninggalkanruanganatau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksudpadahuruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah:

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menur\.1t hUKum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimanadimaksud padaayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaik(lnhasi! penyidikannya kep(lda
penuntut umumsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam .Undang-
undangNomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIQANA

Pased 23

(1) Wajib R¢fribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan··keuanganDaerah djaneam pidana kurungan paling lama 6
(enam' bulaK atau denda palftlg;bqnyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
yang terutang;

(2) Tindak pidan(l sebagdilTfc(rfadimal<sudpddci' ayat (1) pasol ini, adalah
pelanggaran.



9AB XVII

KETENTVAN PENUTUP

PQsal24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannyaakan diatur danditetapkan Jebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
KabupatenBanyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Padatanggal 28 Februari 2005

~U¥~ BANYUASIN,
/:.\',\

Diundangkan di Pangkalan Baloi
Pada tanggal 7 Maret 2005

LEMBARAN DAERAH KABVPATEN 13)\.NYVASIN TAHVN 2005
NOMOR 30 SERI C.


